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ABSTRACT 

 

Land consolidation is a policy aimed at reorganizing land ownership, control, 

use, and utilization in accordance with spatial planning, involving active 

community participation. In the Motandoi Selatan area, this policy has been 

implemented to address slum settlements through a relocation scheme, and the 

planning stage has been completed. However, community participation in the 

socialization activities remains low, with only 94 out of 220 residents attending. 

Such low involvement hinders the effective transmission of information. This study 

aims to examine the land consolidation planning process and to understand the 

community’s perception of the program so that stakeholders can better support 

the implementation of land consolidation in Motandoi Selatan. A qualitative 

descriptive method was used, involving interviews, observations, and document 

studies. The findings indicate that the planning stage has been conducted in 

accordance with Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 12 of 2019. Community 

perceptions of the program vary, but most residents support it. To support 

implementation, the Bolaang Mongondow Selatan Regency Government has taken 

both persuasive approaches with the community and collaborative efforts among 

stakeholders. 

 

Keywords: land consolidation, relocation, slum area, perception. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Kepadatan penduduk ialah suatu kondisi yang menunjukkan jumlah 

penduduk dibanding dengan luas daerah. Tidak seimbangnya antara jumlah 

penduduk dengan jumlah lahan tersedia untuk hunian yang layak 

menyebabkan munculnya permukiman yang tidak teratur atau disebut juga 

kumuh (Dewi, 2022). Permukiman kumuh merupakan permukiman yang 

tidak layak huni karena kondisi bangunan yang tidak teratur, kualitas 

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak sesuai. Lebih lanjut, 

karakteristik tidak layak huni yaitu letak lahan yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya berdasarkan tata ruang yang berlaku, kualitas bangunan yang 

rendah, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, bangunan 

yang tidak teratur, serta penghidupan dan keberlangsungan hidup yang tidak 

terjamin (Harun & Haras, 2019). Kondisi demikian akan mempengaruhi 

kualitas lingkungan hidup bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. 

Permukiman kumuh dewasa ini menjadi masalah yang kompleks, baik di 

perkotaan maupun daerah-daerah lain di luar perkotaan dengan karakteristik 

yang berbeda-beda, tidak terkecuali daerah pesisir.  

Indonesia memiliki wilayah pesisir yang luas sebagai negara 

kepulauan dan seringkali wilayah yang menjadi perbatasan antara daratan 

dan lautan ini dijadikan kawasan bermukim oleh masyarakat yang mayoritas 

bekerja sebagai nelayan (Aguspriyanti dkk., 2022). Mengingat interaksi 

yang saling mempengaruhi, maka pembangunan di kawasan pesisir harus 

memperhatikan aspek kelestarian sumber daya yang ada (Febriana dkk., 

2022). Aspek kelestarian yang tidak diperhatikan dalam pembangunan 

kawasan pesisir akan menimbulkan kekumuhan dan mengurangi tingkat 

kelayakan huninya serta memberikan ancaman bagi makhluk hidup yang 

tinggal di kawasan tersebut (Pamungkas dkk., 2024). Abrasi pantai dan 

tumbuhnya permukiman kumuh menjadi ancaman nyata. Tidak hanya itu, 
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perubahan iklim global yang sedang terjadi meningkatkan risiko bencana 

yang harus dihadapi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Risiko 

yang dimaksud, antara lain naiknya permukaan air laut, badai, banjir rob, 

gelombang pasang, polusi air, erosi, dan tsunami (Ramin, 2009).  

Penanganan permasalahan permukiman kumuh di pesisir perlu segera 

dilakukan. Hal ini untuk memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

yang baik dan sehat sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai upaya 

mewujudkan amanat tersebut maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebagai upaya dalam 

mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka salah satu ruang 

lingkup yang tertuang dalam peraturan tersebut yaitu mengenai pencegahan 

dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh. Pada Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa 

penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan sebagai perwujudan 

dalam menciptakan lingkungan hunian yang mendukung peri kehidupan dan 

penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu serta berkelanjutan 

sesuai dengan rencana tata ruang. Menurut Farahdina & Purnama (2022) 

penanganan permasalahan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui 

konsolidasi tanah.  

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019, konsolidasi tanah merupakan 

kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang serta usaha 

penyediaan tanah. Lebih tepatnya yaitu suatu kegiatan menata kembali 

terhadap bentuk dan kepemilikan tanah agar lebih efektif dan efisien. 

Kebijakan ini telah dilakukan di berbagai daerah untuk menyelesaikan 

permasalahan perumahan dan permukiman kumuh, seperti yang terjadi di 

Kota Mataram. Konsolidasi tanah di Kota Mataram menunjukkan hasil yang 

efektif dalam upaya mitigasi bencana yang dapat dilihat dari berkurangnya 
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longsor akibat banjir, berkurangnya kerusakan fisik hunian karena 

gelombang pasang, dan berkurangnya kejadian kebakaran di Kota Mataram 

(Arba & Hamzah, 2021). Terhadap permukiman kumuh yang berada di tepi 

Sungai Badur Bawah juga dilaksanakan program konsolidasi tanah yang 

menunjukkan perubahan positif. Pemanfaatan garis sempadan sungai 

sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial 

antar masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut hingga tercipta rasa 

kebersamaan yang kuat (Farahdina & Purnama, 2022). 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atau Kabupaten Bolsel 

merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow pada 

tahun 2008. Pemekaran tersebut menyebabkan terjadinya perkembangan 

permukiman. Perkembangan yang terjadi cenderung mengarah ke pesisir 

dan mengikuti sepanjang Jalan Trans Sulawesi (Daumpung dkk., 2021). 

Disebutkan oleh Daumpung, dkk (2021) bahwa lahan terbangun yang terdiri 

dari permukiman yang ada di wilayah Kabupaten Bolsel seluas 1531,173 

hektar dan 203,85 hektar ditetapkan menjadi permukiman kumuh 

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 

66 Tahun 2024 tentang Penetapan Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh. Permukiman kumuh tersebut tersebar di 51 (lima puluh satu desa 

dari total 81 (delapan puluh satu) desa di Kabupaten Bolsel. Dapat 

dijelaskan bahwa 62,96% dari total administrasi desa berkembang 

permukiman kumuh. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa terdapat 5 

(lima) kawasan yang masuk kategori kumuh berat, salah satunya yaitu 

Kawasan Motandoi Selatan pesisir.  

Kawasan Motandoi Selatan menjadi salah satu prioritas penanganan 

permukiman kumuh di Kabupaten Bolsel pada tahun 2024 dengan luas 

permukiman kumuhnya sebesar 4,04 hektar. Karakteristik permukiman 

kumuh di Kawasan Motandoi Selatan dapat dilihat dari ketidakberaturan 

bangunan; kondisi jalan lingkungan yang tidak mencakup keseluruhan 

wilayah; tidak terpenuhinya kebutuhan air minum; tidak tersedia drainase 

lingkungan; tidak adanya prasarana dan sarana persampahan serta tidak ada 
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sistem pengelolaan sampah; dan tidak tersedia prasarana dan sarana proteksi 

kebakaran. Hal tersebut menjadi salah satu alasan tumbuhnya permukiman 

kumuh (Tangkudung dkk., 2021). Prasarana dan sarana persampahan yang 

tidak tersedia menyebabkan adanya pencemaran pantai yang dapat 

mengganggu ekosistem laut. Terjadinya erosi pantai hingga tahun 2024 di 

Kawasan Motandoi Selatan memberikan ancaman keselamatan masyarakat 

itu sendiri. Kondisi ekonomi dan ketidakmampuan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, menyebabkan masyarakat 

bertahan tinggal di kawasan tersebut. Peran aktif dari Pemerintah Kabupaten 

Bolsel diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Melalui 

konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan diharapkan dapat menjadi 

upaya yang tepat untuk menangani permukiman kumuh di Kawasan 

Motandoi Selatan. 

Konsolidasi tanah dalam rangka relokasi akan dilakukan terhadap 

Kawasan Motandoi Selatan. Menurut Buku I Juknis Perencanaan 

Konsolidasi Tanah tahun 2024 menjelaskan bahwa konsolidasi tanah dalam 

rangka relokasi merupakan penataan kawasan baru karena lokasi awal sudah 

tidak memungkinkan untuk ditempati kembali. Disebutkan pula bahwa 

program ini merupakan alternatif penataan kawasan dalam rangka penataan 

kawasan kumuh. Permukiman di Kawasan Motandoi Selatan yang berada di 

zona sempadan pantai menjadi salah satu dasar dalam penentuan pola 

penanganan relokasi yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Bolsel 

berharap agar nantinya masyarakat di kawasan permukiman kumuh pesisir 

Motandoi Selatan dapat melanjutkan kehidupan di tempat yang baru yang 

sesuai dengan tata ruang serta dapat memberikan kepastian bermukim yang 

aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang konsolidasi tanah, 

dijelaskan bahwa 4 (empat) tahapan konsolidasi tanah, antara lain 

perencanaan konsolidasi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, 

pembangunan, dan pengawasan. Program konsolidasi tanah di Kawasan 
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Motandoi Selatan telah berjalan sejak akhir tahun 2024 dan masih berjalan 

hingga saat ini di tahun 2025. Berdasarkan informasi dari pihak Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perkembangan dari 

program konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan yaitu telah 

diselesaikannya tahap perencanaan konsolidasi tanah. Terlaksananya tahap 

perencanaan tidak serta merta menunjukkan kepercayaan dari masyarakat di 

Kawasan Motandoi Selatan terhadap program tersebut, masih terdapat rasa 

keraguan dari masyarakat. Hal ini terlihat dari kurangnya antusiasme 

masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai program 

tersebut.  

Daftar hadir kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa hanya 94 orang 

masyarakat yang hadir dari total 220 masyarakat yang akan menjadi calon 

peserta konsolidasi tanah. Kegiatan sosialisasi sendiri dilakukan untuk 

memberikan pemahaman mengenai maksud, tujuan, serta tahapan 

pelaksanaan suatu program. Sosialisasi juga memiliki peran krusial dalam 

menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan kapasitas 

masyarakat lokal, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka secara 

langsung (Kadir dkk., 2024). Effendy (2003:96) menegaskan bahwa 

semakin sering individu terlibat dalam proses komunikasi, salah satunya 

melalui sosialisasi, maka semakin kuat pula kemampuan mereka dalam 

menyerap dan memahami pesan yang disampaikan yang merupakan 

indikator dari persepsi masyarakat. Sebaliknya, keterlibatan yang rendah 

akan menghambat tersampaikannya informasi secara utuh, terutama terkait 

hal-hal teknis seperti mekanisme pembagian blok konsolidasi tanah. Kondisi 

ini semakin memperbesar ketidakpastian di kalangan masyarakat, 

khususnya terkait kejelasan hak atas lahan dan potensi terganggunya mata 

pencaharian mereka akibat relokasi. Dengan demikian, rendahnya 

antusiasme bukan hanya mencerminkan minimnya minat, tetapi juga dapat 

dipahami sebagai bentuk ekspresi keraguan terhadap manfaat, keadilan, dan 

keberlanjutan program yang direncanakan. 
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Masyarakat di Kawasan Motandoi Selatan sebagai calon subjek 

konsolidasi tanah merupakan subjek kunci dalam keberhasilan program 

tersebut. Memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai calon 

subjek konsolidasi tanah diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan 

program konsolidasi tanah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis 

ingin mengkaji mengenai persepsi masyarakat terhadap upaya penyelesaian 

permukiman kumuh di kawasan pesisir melalui program konsolidasi tanah 

dengan skema relokasi di Kawasan Pesisir Motandoi Selatan dengan judul 

“Persepsi Masyarakat Terhadap Program Konsolidasi Tanah Di 

Kawasan Motandoi Selatan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Kawasan Motandoi Selatan telah ditetapkan sebagai kawasan 

permukiman kumuh dengan kategori berat berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024. Sebanyak 220 KK tinggal 

dan bermukim di sepanjang sempadan pantai. Hal ini menimbulkan 

berbagai masalah di bidang pertanahan. Sebanyak 127 rumah telah dibangun 

di sempadan pantai tanpa memiliki legalitas yang jelas. Ketidakberaturan 

bangunan hunian serta kondisi bangunan yang tidak layak huni juga terlihat 

di kawasan tersebut. Permasalahan lain yang terlihat yaitu pantai dijadikan 

pembuangan sampah yang akan mengurangi keindahan pantai serta 

mengganggu ekosistem biota laut. Prasarana, sarana, dan utilitas pendukung 

seperti air minum dan sanitasi juga tidak terpenuhi. Ketika terjadi air laut 

pasang, masyarakat harus bersiap untuk ancaman terjadinya banjir rob yang 

membahayakan jiwa mereka. Melihat kondisi seperti itu, maka perlu 

dilakukan penanganan serta penataan kembali untuk memberikan 

penghidupan yang layak dan keberlanjutan bagi masyarakat. Kebijakan 

konsolidasi tanah dengan skema relokasi akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Agar kebijakan ini dapat berjalan optimal, maka diperlukan 

dukungan dari berbagai pihak, khususnya dukungan atau partisipasi dari 

masyarakat sebagai subjek kunci dari keberhasilan program konsolidasi 
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tanah. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka muncul 

pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses tahap perencanaan konsolidasi tanah di Kawasan 

Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap program konsolidasi tanah 

dalam rangka relokasi di Kawasan Motandoi Selatan, Kecamatan 

Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan? 

3. Bagaimana upaya pemangku kepentingan dalam mendukung 

pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan, 

Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Mengetahui proses tahap perencanaan konsolidasi tanah di 

Kawasan Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;  

b. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap program konsolidasi 

tanah dalam rangka relokasi di Kawasan Motandoi Selatan, 

Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan. 

c. Mengetahui upaya pemangku kepentingan dalam mendukung 

pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan, 

Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis yaitu :  

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang konsolidasi 

tanah khususnya konsolidasi tanah di Kawasan Sempadan 

Pantai. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk 

penelitian lebih lanjut tentang persepsi masyarakat akan rencana 

penataan kembali suatu wilayah di Indonesia. Hasil penelitian 

dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi dan 

praktisi di bidang ilmu tanah atau bidang terkait lainnya.  

b. Secara praktis, penelitian dapat memberikan manfaat bagi para 

pemangku kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat, 

khususnya di wilayah yang menjadi objek penelitian. Hasil 

penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah maupun 

masyarakat dalam melaksanakan konsolidasi tanah di wilayah 

pesisir pantai agar dapat melaksanakannya dengan lebih 

optimal.  
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan konsolidasi tanah di Kawasan Motandoi Selatan 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 

2019 dan Buku I Petunjuk Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah 

tahun 2025, namun terdapat satu unsur penting yang belum sesuai, 

yaitu berkaitan dengan objek konsolidasi tanah. 

2. Persepsi masyarakat terhadap Program Konsolidasi Tanah di Kawasan 

Motandoi Selatan menunjukkan persepsi yang beragam, namun 

sebagian besar masyarakat mendukung dan bersedia untuk mengikuti 

program tersebut. 

3. Upaya pemangku kepentingan dalam mendukung konsolidasi tanah di 

Kawasan Motandoi Selatan, yaitu: 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka 

peninjauan kembali untuk revisi RTRW Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan.  

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

memfasilitasi proses penerbitan surat keterangan hibah dari 

masyarakat pemberi hibah untuk keperluan lokasi relokasi yang 

juga sebagai objek konsolidasi tanah. 

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka 

pengembangan potensi wisata di Kawasan Motandoi Selatan. 
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B. Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, yaitu 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk segera  

menyusun kajian teknis sebagai dasar pengajuan permohonan peninjauan 

kembali terhadap rencana tata ruang. Berkaitan dengan masyarakat yang 

masih ragu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan perlu untuk meningkatkan intensitas sosialisasi dan komunikasi 

partisipatif untuk membangun kepercayaan masyarakat yang dapat 

dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga perlu 

untuk memastikan percepatan proses pendaftaran tanah bagi masyarakat 

pemberi hibah agar memperoleh kepastian hukum atas lahan tersebut. 
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